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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, LAPORAN, PEMBERHENTIAN , PELANTIKAN KEPALA DESA DAN

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

ABSTRAK : Bahwa untuk menyesuaikan Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan,

Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala

Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa Dan Pengangkatan

Penjabat Kepala Desa.



Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 54 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten

Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam

Negeri nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa Dan

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan,

Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala

Desa.



Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan ketentuan masa jabatan

Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua)

kali masa jabatan, penyesuaian persyaratan calon Kepala Desa, mekanisme

penetapan calon Kepala Desa, penambahan ketentuan mengenai jumlah minimal

calon Kepala Desa serta perpanjangan masa pendaftaran calon apabila belum

memenuhi syarat jumlah calon, dan tata cara pemilihan melalui musyawarah desa.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 November 2025.

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor

1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan

Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Batang Tubuh : 6 Halaman


